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PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2024/MS.Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat

pertama dalam sidang majelis hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT,  NIK  XXXXXXXXXXXXXX,  tempat  dan  tanggal  lahir  20  Mei

1980,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Mengurus  rumah  tangga,  tempat  kediaman  di

XXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda

Aceh, domisili  elektronik pada

XXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXX, sebagai

PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 10

Februari 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Sopir,  tempat  kediaman  di  XXXXXXXXXXXXX,

Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, saat ini berada

di Lapas Kelas II B Blang Pidie, Jalan Tapak Tuan-Blang

Pidie  KM  06,  Gampong  Alue  Dama  Kecamatan  Setia

Kabupaten Aceh Barat Daya, Sebagai TERGUGAT;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal  15 Agustus 2024

yang didaftarkan di  Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah  Banda  Aceh,  Nomor

314/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa  pada  tanggal  07  Maret  2004,  Penggugat  dan  Tergugat  telah
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melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam, sebagaimana sesuai

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 08 Maret

2004;  

2. Bahwa setelah  menikah,  Penggugat  dan Tergugat  tinggal  bersama di

rumah orang tua Penggugat selama selama 15 tahun dan sudah di karuniai

3 anak yang bernama : 

2.1. ANAK  KANDUNG  PERTAMA,  NIK  XXXXXXXXXXX,  tempat

/tanggal  lahir  Banda  Aceh,  17-07-2005,  usia  19  tahun,  jenis  kelamin

Perempuan, Pendidikan Mahasiswa, diasuh oleh Ibu kandungnya;  

2.2. ANAK KANDUNG KEDUA, NIK XXXXXXXXXXX, tempat /tanggal

lahir Banda Aceh, 24-11-2009, usia 14 tahun, jenis kelamin Perempuan,

Pendidikan SMP, diasuh oleh Ibu kandungnya;  

2.3. ANAK KANDUNG KETIGA, NIK XXXXXXXXXXX, tempat /tanggal

lahir Banda Aceh, 27-05-2018, usia 6 tahun, jenis kelamin Perempuan,

Pendidikan SD, diasuh oleh Ibu kandungnya;  

3. Bahwa sejak sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : 

3.1. Bahwa Tergugat menggunakan narkoba jenis Ganja dan pernah di

tahan 3 kali, yang mana Tergugat saat ini kembali di tahan dengan kasus

yang sama di lapas Kelas II B Blang Pidie Aceh Barat Daya; 

3.2. Bahwa Tergugat  juga telah selingkuh dengan wanita  lain,  yang

mana Tergugat telah menikahi wanita selingkuhan Tergugat dan saat ini

telah bercerai dengan wanita tersebut; 

4. Bahwa  oleh  karena  anak  hasil  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat

tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

sebagai  pemegang  hak  hadhanah  (pemeliharaan)  atas  anak  hasil

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;  

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan

biaya pemeliharaan Rp.  3.000.000 ,  biaya pendidikan Rp.  1.000.000 dan

kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya

per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
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Oleh  karena  itu,  Penggugat  mohon  agar  Tergugat  dihukum  untuk

memberikan  nafkah  untuk  anak-anak  tersebut  per  bulan  yang  diberikan

melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut

dewasa/mandiri  dengan  kenaikan  5  (lima)  sampai  dengan  10  (sepuluh)

persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan; 

6. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat  untuk  mengajukan  Gugatan  ini  sebagaimana dimaksud  dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

mohon  kepada  Bapak  Ketua  Mahkamah  Syar'iyah  Banda  Aceh  kiranya

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;  

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Menetapkan Penggugat  sebagai  pemegang hak asuh atas anak-anak

yang bernama :    

3.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 17 Juli 2005;  

3.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 24 November 2009;  

3.3. ANAK KANDUNG KETIGA, lahir tanggal 27 Mei 2018;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi

ketiga anak tersebut; 

4. Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  pemeliharaan

(hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas

sejumlah Rp.5.000.000 (  Lima Juta Rupiah )  setiap bulan yang diberikan

melalui  Penggugat  terhitung  sejak  amar  putusan  dijatuhkan  sampai  anak

tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan

10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
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5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya yang sah,  meskipun berdasarkan Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  314/Pdt.G/2024/MS.Bna  hari  Kamis,  tanggal  5  September  2024  dan

Nomor 314/Pdt.G/2024/MS.Bna, hari Kamis, tanggal 19 September 2024 yang

dibacakan di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya dimulai  pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan

membacakan  surat  gugatan  Penggugat.  Atas  pertanyaan  Ketua  Majelis,

Penggugat menyatakan mengubah posita angka 5 dan petitum angka 4 yaitu:

“Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  pemeliharaan  (hadhanah)

anak  sebagaimana  tersebut  pada  diktum  angka  5  (lima)  di  atas  sejumlah

Rp.5.000.000  (Lima  Juta  Rupiah)  setiap  bulan  yang  diberikan  melalui

Penggugat  terhitung  sejak  amar  putusan  dijatuhkan  sampai  anak  tersebut

dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh)

persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan” diubah menjadi

“Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah  pemeliharaan  (hadhanah)

anak  sebagaimana  tersebut  pada  diktum  angka  5  (lima)  di  atas  sejumlah

Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat

terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri

dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap
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tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka

jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk  XXXXXXXXXXXXXX  atas nama

Kartini, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Kota  Banda  Aceh, telah  dinazageling  dan  telah  disesuaikan  dengan

aslinya dan ternyata  telah  sesuai,  lalu  oleh  Ketua Majelis,  diparaf  dan

diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal

08 Maret 2004 atas nama Kartini dengan TERGUGAT yang dicatat dan

dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh,  telah dinazageling dan telah

disesuaikan dengan aslinya  dan ternyata  telah  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis, diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotocopy  Kartu  Keluarga  atas  nama  TERGUGAT,  yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Banda  Aceh tanggal  28  Mei  2018,  telah  dinazageling  dan  telah

disesuaikan dengan aslinya  dan ternyata  telah  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis, diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama YZ, yang dikeluarkan

oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banda

Aceh tanggal  10  Mei  2010,  telah  dinazageling  dan  telah  disesuaikan

dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf

dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FS, yang dikeluarkan

oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banda

Aceh tanggal  10  Mei  2010,  telah  dinazageling  dan  telah  disesuaikan

dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf

dan diberi tanda bukti P.5;
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6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RJ, yang dikeluarkan

oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banda

Aceh tanggal  29 Oktober 2018,  telah dinazageling dan telah disesuaikan

dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf

dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi  Salinan  Putusan  Nomor  67/Pid.Sus/2022/PN.Bna

tanggal 06 April  2022, yang dikeluarkan  oleh  Pengadilan Negeri Banda

Aceh,  telah  dinazageling  dan  telah  disesuaikan  dengan  aslinya  dan

ternyata telah sesuai,  lalu  oleh Ketua Majelis,  diparaf  dan diberi  tanda

bukti P.7;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan antara orang-

orang  yang  beragama  Islam,  dan  sebagaimana  tersebut  dalam  identitas

Penggugat,  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum  Mahkamah

Syar’iyah Banda Aceh maka berdasarkan Pasal  49 huruf  a Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh berwenang

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  antara  Penggugat  dan

Tergugat  adalah suami isteri,  maka berdasarkan Pasal  73 ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  Penggugat  mempunyai  legal  standing untuk

mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk

menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145

ayat (1) dan (2) dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 17 Hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 Jo. Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara

Panggilan  dan  Pemberitahuan  Melalui  Surat  Tercatat,  dengan  demikian

pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang,  bahwa  terhadap  panggilan  tersebut,  Penggugat  telah

datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan

tidak  pula  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah  ke

persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan

oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

ketidakhadiran  Tergugat  tidak  mempunyai  alasan  hukum,  dengan  demikian

sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.,  Jo. Surat  Edaran

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April

1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara  a quo dapat dilanjutkan

serta  dapat  dijatuhkan  putusan  atasnya  dengan  tanpa  hadirnya  Tergugat

(verstek);

Menimbang,  bahwa  selama  proses  persidangan,  Majelis  Hakim  telah

berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat

perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan

demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  maka

berdasarkan  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016

bahwa mediasi  dapat  dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir,  maka oleh

karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perkara ini, maka

yang menjadi  alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat

mendapat hukuman penjara 10 (sepuluh) tahun dan saat ini  telah menjalani

hukumannya pada lapas Kelas II B Blang Pidie Aceh Barat Daya sebagaimana

telah diuraikan pada bagian duduk perkara;
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Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal  1685

KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut  di

atas;

Menimbang,  bahwa Penggugat  untuk  membuktikan dalil-dalilnya  telah

mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan

P.3  (fotokopi  Kartu  Keluarga)  telah  bermeterai  cukup,  telah  dinazegelen  di

Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas

Penggugat  yang  bertempat  tinggal  dalam  wilayah  yurisdiksi  Mahkamah

Syar’iyah Banda Aceh. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan

yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat

(1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, maka

bukti  P.1 telah memenuhi  syarat  formil  dan materil  alat  bukti  sehingga bukti

tersebut  mempunyai  nilai  pembuktian  yang sempurna (volledig bewijskracht)

dan mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur Pasal 285 R.Bg jo.

Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang,  bahwa bukti  surat  P.2 (fotokopi  Kutipan Akta  Nikah atas

nama Penggugat dan Tergugat), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di

Kantor  Pos  dan  sesuai  dengan  aslinya.  Isinya  menjelaskan  tentang  status

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah

dan  tercatat  pada  instansi  yang  berwenang,  sehingga  bukti  tersebut

mempunyai  nilai  pembuktian  yang  sempurna  (volledig  bewijskracht)  dan

mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur  Pasal 285 R.Bg juncto

Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  P.4  (fotokopi  kutipan  akta  kelahiran),
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telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di  Kantor Pos dan sesuai dengan

aslinya.  Isinya  menjelaskan  anak  Penggugat  dan  Tergugat  yaitu  ANAK

KANDUNG PERTAMA,  tempat tanggal lahir Banda Aceh, 17 Juli  2005, jenis

kelamin Perempuan, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang

sempurna  (volledig  bewijskracht)  dan  mengikat  (bindende  bewijskracht)

sebagaimana diatur Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  P.5  (fotokopi  kutipan  akta  kelahiran),

telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di  Kantor Pos dan sesuai dengan

aslinya.  Isinya  menjelaskan  anak  Penggugat  dan  Tergugat  yaitu  ANAK

KANDUNG KEDUA, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 24 November 2009, jenis

kelamin Perempuan, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang

sempurna  (volledig  bewijskracht)  dan  mengikat  (bindende  bewijskracht)

sebagaimana diatur Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa  bukti  surat  P.6  (fotokopi  kutipan  akta  kelahiran),

telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di  Kantor Pos dan sesuai dengan

aslinya.  Isinya  menjelaskan  anak  Penggugat  dan  Tergugat  yaitu  ANAK

KANDUNG  KETIGA,  tempat  tanggal  lahir  Banda  Aceh,  27  Mei  2018,  jenis

kelamin Perempuan, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang

sempurna  (volledig  bewijskracht)  dan  mengikat  (bindende  bewijskracht)

sebagaimana diatur Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.7  (fotokopi  salinan  Putusan

Nomor  67/Pid.Sus/2022/PN.Bna) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di

Kantor Pos dan sesuai  dengan aslinya.  Isinya menjelaskan  bahwa Tergugat

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri  Banda Aceh telah dijatuhi hukuman

pidana  penjara  selama  10  (sepuluh)  tahun  dan  membayar  denda  sejumlah

Rp1.000.000.000,00  (satu  milyar  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda

tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan pidana  penjara  selama 2  (dua)

bulan, merupakan akta otentik yang mana karenanya harus dinyatakan terbukti

bahwa Tergugat  saat  ini  mendapatkan  hukuman  pidana  penjara  selama  10

tahun  sehingga  bukti  tersebut  mempunyai  nilai  pembuktian  yang  sempurna

(volledig  bewijskracht)  dan  mengikat  (bindende  bewijskracht)  sebagaimana

diatur Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;
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Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti  di  atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri  sah yang telah

menikah pada tanggal  07 Maret  2004 pada Kantor  Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Kuta Alam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis

sejak tahun 2021 disebabkan Tergugat  menggunakan narkoba jenis ganja

dan pernah ditahan atas hal tersebut, saat ini Tergugat  ditahan pada lapas

Kelas II B Blang Pidie Aceh Barat Daya; 

- Bahwa sejak  6  April  2022,  Tergugat  dijatuhi  hukuman pidana penjara

selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti

dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  sudah  berpisah  tempat  tinggal  sejak

Tergugat menjalani hukuman penjara tersebut;

- Bahwa  selama  berpisah  tempat  tinggal,  masing-masing  pihak  sudah

tidak  pernah  kembali  untuk  kumpul  bersama  lagi,  dan  selama  itu  pula

kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  lagi  saling

memedulikan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim

memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  untuk  melakukan  perceraian,  Penggugat  dan

Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara

suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 19 huruf

(c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan;  jis.  Pasal  116  huruf  (c)
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa salah satu pihak mendapatkan hukuman

penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat  setelah  perkawinan

berlangsung. Sehingga perkara  a quo harus memiliki beberapa unsur berikut:

pertama, ada hubungan hukum sebagai  suami  istri;  kedua,  suami  istri  tidak

dapat hidup rukun; ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5

(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami

istri yang sah, pernah hidup rukun layaknya suami istri  selama 15 tahun dan

sudah dikaruniai tiga orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi,

oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang,  bahwa  adanya  fakta  sejak  tahun  2021  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi selama berpisah

tempat tinggal, masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk kumpul

bersama lagi,  dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat  dan

Tergugat  tidak  lagi  saling  memedulikan,  menunjukkan  unsur  kedua  telah

terpenuhi, di mana kehidupan suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun dan

tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat mendapat hukuman penjara

selama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  sejumlah  Rp1.000.000.000,00  (satu

milyar  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tidak  dibayar  akan  diganti

dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menunjukkan bahwa unsur ketiga

telah terpenuhi,  di  mana salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5

(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,

sehingga hal ini juga telah mencerminkan pendapat dari Ulama’ Malikiyah yang

dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz

9  Halaman  7069,  yang  juga  dijadikan  pendapat  hakim  dalam  putusan  ini,

sebagaimana berikut: “Jika masa penahanan berjalan selama satu tahun lebih,

si  istri  boleh  meminta  perpisahan,  dan  qadhi  memisahkan  keduanya

[bahkan]  tanpa  menuliskan  surat  kepada  suami  ataupun  tanpa

memberikan peringatan kepadanya”;

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis

berpendapat  bahwa  fondasi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah
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rapuh dan tidak  dapat  ditegakkan lagi,  sehingga ikatan rumah tangga yang

dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling

cinta-mencintai,  hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir

batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal

77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu

mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia  dan kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,  hal  mana juga

tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum

ayat 21 sebagai berikut :

مَوَدةًّ             بيَنْكَمُْ وَجَعَلَ إليَهَْا إ لإتسَْكنُوُا أزَْوَاجًا كمُْ أنَفُْسإ نْ مإ لكَمُْ خَلقََ أنَْ آياَتإهإ نْ وَمإ

ذَ   ۚوَرَحْمَةً  فإي يتَفََكرُّون   ٰإإنّ لَياَتٍلإقَوْمٍ لإكَ       

Artinya  :  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya,  dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih  dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir. 

Menimbang,  bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut,  jika

dipaksa  untuk  diteruskan  maka  berpotensi  membawa  mafsadat  yang  lebih

besar  daripada  masalahah-nya,  dan  hal  ini  perlu  dihindari,  sesuai  dengan

kaidah fikih yang berbunyi :

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya  :  Menolak  kemudharatan  lebih  utama  daripada  menarik

(mempertahankan) kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  Majelis  Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian

sehingga petitum angka (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana

telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadhanah

Putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/MS.Bna Halaman 12 dari 17 Hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa  perihal  petitum  tentang  kuasa  asuh/hadhanah,

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  1 huruf g Kompilasi

Hukum Islam menyebutkan bahwa “Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah

kegiatan  mengasuh,  memelihara  dan  mendidik  anak  hingga  dewasa  atau

mampu berdiri sendiri”;

Menimbang,  bahwa  tugas  pengasuh  yaitu  menjaga,  mengasuh,

mendidik,  mengurus makanan,  minuman,  pakaian dan kebersihan anak dan

pengasuh  harus  memiliki  syarat-syarat  tertentu  agar  dalam  melaksanakan

tugasnya  benar-benar  bermanfaat  bagi  anak  tersebut,  dan  mengasuh  anak

yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan

anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta

bahaya kerusakan sebagaimana Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak

terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur

12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang

mencegahnya,  kemudian  wanita-wanita  dalam  garis  lurus  ke  atas  dari  ibu,

kemudian  ayahnya,  kemudian  wanita-wanita  dalam garis  lurus  ke  atas  dari

ayah, kemudian saudara perempuan dari anak yang bersangkutan kemudian

wanita-wanita  kerabat  sedarah menurut  garis  samping dari  ayah sedangkan

pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz (telah berumur 12 tahun) diserahkan

kepada  anak  tersebut  untuk  memilih  di  antara  ayah  atau  ibunya  sebagai

pemegang hak hadhanah. (Vide Pasal  105 dan Pasal  156 huruf (a) dan (b)

Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim memandang  perlu  mengemukakan

pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi :

بإحَضَانتَإه          أحََقّ يَ فَهإ وَلدٌَ نهَْا مإ وَلهَُ زَوْجَتهَُ الرّجُلُ فَارَقَ وَإإذاَ

“Apabila seorang suami menceraikan isterinya, dan dia mempunyai anak dari

perkawinan  dengan  isterinya  itu,  maka  istrinya  lebih  berhak  untuk

memeliharanya”.

Menimbang, bahwa anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat

yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA dan  ANAK KANDUNG KEDUA
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telah berumur di  atas 12 tahun (mumayyiz), telah dihadirkan di persidangan

untuk  didengar  pendapatnya,  yang  mana  keduanya  menyatakan  memilih

berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung, maka sesuai Pasal

105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b)  Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim

menetapkan  kedua  anak  tersebut  berada  dalam  hadhanah  (pemeliharaan)

Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ketiga Penggugat dan Tergugat

yang  bernama  ANAK  KANDUNG  KETIGA belum  berumur  12  tahun

(mumayyiz), Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi

anak  dalam  hal  pertumbuhan  jasmani,  rohani,  kecerdasan  intelektual  dan

agamanya  serta sesuai  Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

bahwa,  “dalam  hal  terjadi  perceraian,  pemeliharaan  anak  yang  belum

mumayyiz  atau  belum  berumur  12  tahun  adalah  hak  ibunya.” Sementara

Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan

memelihara  anak  tersebut,  bahkan menurut  keterangan saksi-saksi  di

persidangan  selama  ini  anak  tersebut  tinggal  dan  diasuh  oleh  Penggugat,

Majelis  Hakim  berkesimpulan  anak  Penggugat  dan  Tergugat  tersebut  patut

berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  tersebut

di  atas gugatan Penggugat petitum angka 3 terhadap hak asuh anak dapat

dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis

Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  ayah  adalah  pihak  yang  ditetapkan  oleh  hukum

sebagai  penanggung  jawab  nafkah  anak,  yang  tidak  hapus  karena  adanya

perceraian.  Norma  hukum  tersebut  secara  tegas  tertuang  dalam  ketentuan

Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam “semua biaya hadhanah dan nafkah

anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya

sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di  atas, patut

disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya tersebut
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hingga dewasa dan mandiri, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun

atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah

faktor  yang  dapat  menggugurkan  kewajiban  Tergugat  tersebut.  Dengan

demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang

ditetapkan kepada Tergugat disesuaikan menurut kadar kemampuan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  terhadap  pemeliharaan  anak  tersebut  Penggugat

membutuhkan biaya kesemuanya berjumlah Rp2.000.000,-  (dua juta  rupiah)

untuk tiga orang anak, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut

dengan kenaikan 10% setiap tahunnya yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut sebagai rasa

tanggung jawab Tergugat terhadap anaknya, maka Majelis dapat menetapkan

nafkah  untuk  tiga  orang  anak  tersebut  sejumlah  Rp2.000.000,-  (dua  juta

rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan

10% setiap tahunnya yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas maka gugatan Penggugat petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo  masuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini  dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan anak yang bernama :

4.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 17 Juli 2005;  
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4.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 24 November 2009;  

4.3. ANAK KANDUNG KETIGA, lahir tanggal 27 Mei 2018;

dalam kuasa asuh (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan

akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak

sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10%

pertahun  sampai  anak  tersebut  dewasa,  di  luar  biaya  pendidikan  dan

kesehatan;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 223.000,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  pada hari  Rabu tanggal  16 Oktober 2024

Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh KETUA

MAJELIS HAKIM,  sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA 1, dan  HAKIM

ANGGOTA 2, sebagai  Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

Anggota  tersebut  dan  dibantu  oleh  PANITERA SIDANG, sebagai  Panitera

Sidang  serta  dihadiri  oleh  Penggugat  secara  elektronik  tanpa  hadirnya

Tergugat.

Ketua Majelis,

                                                         ttd

KETUA MAJELIS HAKIM
Hakim Anggota,

                          ttd

HAKIM ANGGOTA 1

Hakim Anggota,

                         ttd

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Sidang,

                                                          ttd

PANITERA SIDANG
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Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Perkara : Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 53.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 223.000,00
     (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
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